LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 38 TAHUN 2011
TANGGAL  : 1 JUNI 2011

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012

BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka
menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu; kerangka
pendanaan dan pagu indikatif; dan urusan wajib yang mengacu pada
Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kondisi nyata daerah dan
kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab
SKPD. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program
prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan
maju.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban
menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem
perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah
tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
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Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Terkait dengan amanat tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur
telah menyusun RPJPD Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2009 dan RPJMD Tahun 2009-2014 yang ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2009. Selanjutnya RPJMD
tersebut dijabarkan ke dalam RKPD dengan mengacu kepada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP).

Penjabaran tahun ke-dua dari RPJMD 2009-2014 telah dituangkan ke
dalam rencana tahunan sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun
2010 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 dan dengan mengacu pada ayat 2 pasal 25
UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, RKPD 2011 tersebut telah dipergunakan sebagai acuvan dalam
penyusunan APBD Tahun 2011, setelah sebelumnya melalui proses
penyepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon
Angaran Sementara (PPAS) APBD 2011 sebagaimana amanat Ayat (1) Pasal
83 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah. Dengan substansi arahan program dan kegiatan pada RKPD 2011
tersebut secara derivative memberikan acuan teknis pelaksanaan APBD Tahun
2011 yang strukturnya diformulasikan kedalam 9 agenda dan 18 Prioritas
Pembangunan.

RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 merupakan penjabaran tahun
ke-tiga, yang penyusunan RKPD ini berpedoman pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan

Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
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Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014,
dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun
sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada
tahun pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan
antar wilayah serta penjaringan aspirasi secara bertahap melalui forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara
partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan
Kabupaten/Kota yang selanjutnya diformulasikan melalui forum Musrenbang
RKPD Provinsi.

Pagu indikatif yang menjadi substansi penting pada RKPD ini
merupakan gambaran investasi Pemerintah yang dalam penjabarannya
diinteraksikan dengan komponen sumberdaya yang lain, seperti
dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Terhadap kegiatan yang dibiayai
dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dokumen RKPD ini
merupakan sub sistem penting sebagai input dalam penyusunan program
dan penganggaran SKPD.

Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan
semua stakeholders dalam proses penyusunan rencana program dan
kegiatan menjadi pengarusutamaan (mainstreaming) dalam proses
penyusunan dokumen ini . Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen
RKPD ini harus dapat diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap

pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum penyusunan RKPD ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi
Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan

Tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950
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Nomor 2 dari hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Tahun 1950 Nomor 32);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
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20.

21.

22.
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-6 -

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2010-2014;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010
tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebgaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
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Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Jawa Timur Tahun 2005-2025;

25. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014.

Hubungan antar Dokumen

RKPD tahun 2012 merupakan dokumen perencanaan teknis
operasional untuk kurun waktu satu tahun yang merupakan penjabaran
RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014 dengan mengacu pada
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2010 — 2014 dan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2012 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2005-2025.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan
perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan
pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi
yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2012 harus selaras
dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan
tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di
kabupaten/kota di Jawa Timur sehingga terjadi sinergitas perencanaan

pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
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1.4. Sistematika Penulisan
RKPD ini disusun dengan sitematika sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Hubungan antar Dokumen
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
1.5. Maksud dan Tujuan
BAB Il EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Gegrafis dan Demografi
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD Visi dan Misi
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
2.2.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan
prioritas dan sasaran pembangunan Daerah
2.2.2. ldentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah
BAB 11l RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan Perkiraan
Tahun 2011
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3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 2012 dan
Tahun 2013
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
3.2.2. Arah Kebijaka Keuangan Daerah
3.2.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
3.2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
3.2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
4.2. Prioritas dan Pembangunan Daerah
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN
2012
5.1. Prioritas dan Arah Kebijakan RKPD Tahun 2012
5.1.1. Prioritas dan Arah Kebijakan Spasial
5.2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan
pendanaannya
BAB VI PENUTUP

Maksud dan Tujuan

RKPD tahun 2012 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam
penyusunan Rancangan KUA dan PPAS yang akan disampaikan kepada
Panitia Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam
Nota Kesepakatan KUA dan PPAS antara Gubernur dan Pimpinan DPRD.
Selanjutnya akan dijabarkan dalam RKA SKPD sebagai lampiran Raperda

APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD.
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Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan

Jawa Timur yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan

amanat RPJMD yang dilaksanakan dengan :

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah
dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan melalui penjabaran
rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara
konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka
menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
pembangunan daerah;

2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka
Ekonomi Daerah tahun 2012 sebagai patokan dalam penyusunan
rencana pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja
dan pembiayaan pembangunan daerah;

3. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah
dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi
dalam pembangunan daerah tahun 2012;

4. Menyatukan tujuan kegiatan semua SKPD melalui penetapan target
Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi
Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga menjadi instrumen bagi
Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah
Daerah (LKPD);

5. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan
pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama

(IKU) yang ditetapkan dalam RPJMD.
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